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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 16 TAHUN 2015
=====================================================
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 
TAHUN  2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN 
TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 ;
b. bahwa karena adanya perubahan penganggaran target penerimaan maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu disempurnakan ; 
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat 
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang​Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 
6.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 69) diubah sebagai berikut :
Pasal 4

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

(2) Retribusi yang terhutang dibayarkan dimuka secara tunai / lunas, dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pembayaran Retribusi disetor ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan.
(4) Penerimaan Retribusi disetor di Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
(5) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
(6) Apabila wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban yang diakibatkan karena keadaan dari luar kekuasaannya, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(7) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 7 April 2015.

BUPATI TABANAN,
          TTD
NI PUTU EKA WIRYASTUTI 

Diundangkan di Tabanan

Pada tanggal 7 April 2015.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 16.
350
349

